
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1824, 2016 KEMENPORA. ROAD MAP RB. Tahun 2015-2019. 

 

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37 TAHUN 2016 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015 - 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian 

Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Road Map 

Reformasi Birokrasi untuk menuju birokrasi yang bersih, 

akuntabel, dan birokrasi yang efektif dan efisien, serta 

birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga 

Tahun 2015 - 2019; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5067); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan 

Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5169); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);  

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 
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12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

13. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101); 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 58); 

 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara Online (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985); 

17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); 

18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 

Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA 

DAN OLAHRAGA TAHUN 2015 - 2019. 
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Pasal 1 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan 

Olahraga Tahun 2015 -2019 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan jangka menengah bidang 

kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 5 (lima) 

tahun terhitung mulai Tahun 2015 sampai dengan 2019 

dalam rangka reformasi birokrasi. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan 

Olahraga disusun berpedoman pada Pedoman Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

(3) Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan 

Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan 

Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

berfungsi sebagai : 

a. pedoman bagi Unit Organisasi di lingkungan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam 

penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi Pimpinan 

Tinggi Madya/Unit Kerja Eselon I, Pimpinan Tinggi 

Pratama/Unit Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana 

Teknis; 

b. pedoman bagi penyusunan dokumen pendukung 

Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan 

Olahraga, yang merupakan dokumen pendukung 

untuk periode 1 (satu) tahun pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi; dan 

c. bahan penyusunan dan penetapan prestasi kerja 

yang akan dicapai oleh Pimpinan Tinggi Madya/Unit 

Kerja Eselon I, Pimpinan Tinggi Pratama/Unit Kerja 

Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga. 
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(2) Tata cara pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian 

Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 

Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 

Anggaran Berjalan. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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